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Deprov Minta Tunda bansos

PALU, MERCUSUAR - Anggota DPRD
>rovinsi (Deprov) Sulteng sepakat pencairan
jana bantuan sosial (Bansos) dan hibah
ahun ini ditunda sementara waktu. Deprov
<hawatir terjadi politik transaksional menjelang
oemilihan umum (Pemilu).

BANSOS DAN HIBAH PEMPROV SULTENG

Bansos

Hibah

Bansos

“Dana Bansos dan hi-
bah merupakan dana yang
rawan mudah diseleweng-
kan karena dekat dengan
kebijakan atau otoritas
tertentu. Maka dari itu,

Hibah

Rp5 miliar

Rp23 mijliar

Rp6 miliar

Rp38,9 miliar

\

Sumber: Deprov Sulteng

kalau ini (penyalahgunaan
Bansos) terjadi, maka hal
ini akan menjadi masalah
dan harus diusut,” kata
anggota Komisi IV Deproy,
Mustar Labolo via telepon,
Kamis (27/3/2014).
Praktek serupa, diakuin-
ya memang kerap terjadi
menjelang pemilu, apal-
agi jika tokoh elit partai
menjabat sebagai kepala
daerah. “Kepala daerah
sekaligus ketua partai bisa
leluasa memanfaatkan

Bansos tersebut. Misalnya,
saya kepala daerah dan
ketua partai, saya turun ke
masyarakat untuk melaku-
kan kampanye. Saat kam-
panye saya berjanji mem-
berikan sejumlah bantuan
ke beberapa desa A atau B.
Tetapi, untuk pencairannya
akan dilakukan saat pemi-
lu selesai,” beber politisi
Partai Demokrat ini.
Jika sudah

Baca BANSOS di Hal.11
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elama Ini Deprov Tidak Tahu Penerima Bansos

ditambahkan Mustar,
pemimpin seperti tersebut
telah memanfaatkan uang
negara yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD)
untuk diberikan kepada
orang-orang tertentu.
Celakanya, yang mencatat
segala permintaan Bansos
dilakukan oleh orang-orang
tertentu yang juga meme-
gang jabatan yang tidak
kalah strategisnya dengan
kepala daerah. “Contoh di
biro keuangan. Di situ tem-
patnya pencatatan dana-
dana yang akan dicairkan
bulan April dan Mei. Hanya
saja saya kira, janji-janji soal
Bansos sudah diberikan ke-
pada sejumlah partai, sebab
saat ini kampanye masih
berlangsung,”ujarnya.

Pihakberwenangpunsep-
erti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), jaksa, kepoli-
sian, bahkan masyarakat
dan media, diminta Mustar
jeli melihat praktek politik
transaksional menjelang
pemilu. “Misalnya ada
kepala daerah sekaligus
ketua partai politik mem-
berikan bantuan sejumlah
uang kepada masyarakat
dan hal itu berlanjut tanpa
henti. Itu bisa dipertanya-
kan. Bantuan tersebut asal-
nya darimana? Walaupun
misalnya saya pejabat daer-
ah dan ketua partai, apakah
gaji saya sebanyak itu?”
terangnya.

Jangankan aliran Bansos
yvang mudah dipermainkan.
Mustar sendiri juga men-
gaku, selama ini anggota
Deprov tidak memiliki data
yang pasti mengenai pen-
erima Bansos. Tindakan

ter§ebut menurutnya sama
saja mengurangi fungsi
kinerja Deprov sebagai
lembaga pengawas dan
pengontrol anggaran.
Deprov juga sudah sejak
lama menginginkan ada
transparansi data yang
akurat pada aliran dana
Bansos tersebut.
“Bayangkan saja, hibah
tahun 2014 akan bertam-
bah yakni sebesar Rp 38,9
miliar, sementara untuk
Bansos sendiri Rp 6 miliar,
jadi kurang lebih ada Rp
44 miliar bantuan yang
akan dikucurkan untuk
daerah tahun ini. Kalau
tahun sebelumnya hibah
hanya sekitar Rp23 miliar
lebih sedangkan Bansos
Rp 5 miliar. Jika tidak ada
transparansi, bagaimana

. bisa Bansos tersebut bisa

dialiri dengan benar di
12 kabupaten dan kota.
Kami ingin Bansos dibahas
bersama-sama di DPR, "te-
gasnya. Namun lebih dari
keinginan itu, Mustar tetap
berharap, agar praktek
politik transaksional tidak
terjadi dan ia yakin tidak
ada satu kepala daerah

.yang berbuat demikian.

“Saya percaya semoga
tidak ada oknum-oknum
pejabat daerah yang
melakukan tindakan terse-
but. dan saya berharap,
mudah-mudahan tidak
ada satu tindakan yang
mengarah kepada politik
transaksional menjelang
pemilu tahun ini,”pinta
Mustar.

ALOKASI BANSOS
TURUN RP3 MILIAR
Penjelasan Mustar soal

sambungan dari hal. 1

jumlah Bansos berbeda
dengan versi Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sulteng.
Kepala BPPKAD Sulteng,
Eda Nur Elly mengatakan
tahun ini pihaknya men-
gelola dana Bansos sebesar
RpS5 miliar atau turun Rp3
miliar dari alokasi tiga ta-
hun lalu yang mencapai
Rp8 miliar.

Penurunan alokasi Bansos
yang terjadi tiga tahun tera-
khir ini disesuaikan dengan
kemampuan daerah.

“Pengelolaan dana
Bansos Pemprov Sulteng
tahun 2014 dialokasikan
Rp5 miliar. Pengelolaannya
langsung dari BPPKAD
namun verifikasinya di
SKPD,” ujarnya, Rabu
(26/3/2014).

”“Dana Bansos itu tidak
serta merta diturunkan
langsung karena harus ada
verifikasi ke bagian ang-
garan dinas yang bersang-
kutan. Setelah itu disahkan
oleh gubernur langsung,
itu pun harus sesuai den-
gan mekanisme yang ada,”
paparnya.

Ia menambahkan, untuk
pengalokasian dana hi-
bah dan Bansos tahun ini
tetap berpedoman pada
Peraturan: Mente i
Dalam Negeri Nomor
32 "Babhun 20 Lid:

Untuk mendapatkan ban-
tuan itu, setiap warga bisa
mengajukan proposal yang
diawali dari rapat desa
sampai musyawarah per-
encanaan pembangunan
(Musrenbang).

“Jika memang pantas dan
layak, akan diserap mas-
ing- masing SKPD sesuai
usulan,” jelasnya. INT/SAH




